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PER,JANJIANKERJASAMA 
1

AITXTARA

DII{AS PEIUG EN DAI.IAI\! PEIVDUDU t{, KELUARGA BERENCAAIA,
KEPENDI'DUKAIU DAIU PENCATATAN SIPI!.

PROVIHSI SUMATERA BARAT

DENGAIU

EADAI{I PERENCANAAN PEMBANGI'NAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

lSOMCIR: 4) 3,2 {?a /DPPKBKPS.5AV2OIE
&!OMOR: o>e / 4a /V U /B ft /Sd t g<py,h,-2.ot8

TENTANG

PEMAI{ FAATAN !{ OM OR I N DI' K KEPENDU DU ${AN, DATA KEPEN DII D U KAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELE}ffRONIK DALAM I"AYANATS I.II{GKUPTI'GAS

EADAN PERENCANAAN PEMEANGIJruAH DAERAI{
PROVINSI SUMATERA EARAT

Pada hari ini $en!n tan$$al dua pnrluh [Ema Butan Juni tahun dua ribu delapan helas yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. ftlama . : FI. Novrial, S.8., M.A., Akt.
Alamat : .!1. Flasuna Said No. gtr- padang
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian 

-Penduduk, 
Keluarga Berencama, Kependudultdn

dan pencatatan SipiN provlnsi Sumatera Barat
datam hal ini loertindak untuk oan atas nr*i elnri 

-pengendallan 
penduduk, Keluarga

B.erencara, Kependudukan dan Pencatatan sipr provinri ilil;i;;u-ilrrut'vrng s.hni;ir;i
dlsebut PIHAK KESATU

2. Nama : Hansastri, S.E.Ak., M.M.CFrA.
Alamat : Jl. Khatilr Sulairnan No. 1 padang
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pern-bangunan Daerah provinsi Sumatera Baratdalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama eldi; purencanaan pembangunan Daerah
Provinsi sumatera Barat yang setanjutnya oisebut piinr KEDUA

fHry- j{E$ATU dan FIHAK KEDUA yang ,selanjutnya secara bersama-sama disebutPd{RA PtFlAK, terrebih dahuru menerangkan sebagai oerixut:

1' bahwa PIFIAK KE$ATU adalah unsur pelaksana Femerintah provtnsi sumatera Barat dibidangkependuduitan dan pencatatin ipit yang bertanggung jawah kepada Guhernur provins!
Sumatera Barat;

2' balrwa PIFIAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas popok menrbantuGubernur melaksanakan urusan pemerintahrn yuirg';renjadi kewenangan daerah di biclangPerencanaan pembangunan;
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3. bahwa untuk .menindaklanjuti tzln Gubernur Sumatera Barat l\omor
479/86L/DPPKBKPS.S/N\/2OLT Tanggal, L4 November 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTF-et dan data Kependudukan atas Surat Kepala Badan Perencanaal lgflTgunll
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor O5O/LO85/X/Sosbud'Pem/Eappeda'2017 Tangga!

2 Nlovemb er 2OL7 perihal Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data

Kependudukan & KTP-el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehagai berikut:

1,. Undang-LJndang Nomor 23 Tahun 2OOG tentang Administrasl Kependr.tdukan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor L24,Tambahan !-embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24.
Tahun 2OL3 (Lembaran tUegari Republik lndonesia Tahun zOLg Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 54V5'); 'l

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentan€ Admlnistrasi Kependudukan (Lemharan lrlegara Repuhlik lridonesia
Tahun 2.OO7 lrlomor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla lrlomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah {\lomor 102 Tahun 2O]"2,
(!-embaran Negara Republik lndonesia Tahun AOLZ Nu,,tor 265, Tanrbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden hlomor 26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk
tserbasis Nomor lnduk Kependudukan SecEra' Nisiona!, sehagairnana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden lVomor 112 Tahun 20rc (L;;nurrn
Negara Republik tndonesia Tahun 2OLg Nomor 2S7);

4- Peraturan Menter! Dalam Negeri l\lomor 61 Tahun ?:OLS tentang Fersyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Femberian Hak Akses serta pernanf-aatan Nomor lnduk
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Fenduduk Elektronik;

5' Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun ZOLT tentang pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat prqvinsi Sumatera Barat;

PARA PIFIAK sepakat.membuat Perjanjian Kerja Sarrra tentang pemanfaatan Nomor lndukKependudukan; Data'Kependudukan Din Kartu Tanda pendudux Elektronik Daram Layanan
tilgtun Tugas Badan Perencanaan Pemhang!.rnan Daerah provlnsl $umatera Barat, denganketentuan seb,agai ber!kut:

Pasal t
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Korja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peranPARA PIHAK dalam pemanfaatun i,lrrno, lrorl- r"p"iairort rn, Data Kependudukan dan KartuTanda Fenduduk Erektronil<. "rs'ir' eqrq 
^s,"rrrLru

pasat 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini melipuil pemanfaatan :

llomor induk Kependudukan (NtK);

Kartu Tanda Fenduduk Etektronik (KTp_et).

ct.

fr.

c.
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Pemanfaatan Nomor lnduk 
^"Iff;#rkan, 

Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Etektronik

Pemanfaatan hllK, Data Kependudukan dan KTP-eldatarn rangka mengefektlfkan:

a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependr"ldu&tan yang
berbasiskan NIK;

b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan dalam llngkup layanan PIFIA?( KEDU/A
dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

c. Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

K"*,i,olfi1#o ,,*o^

(n) PIFIAK KESATU mempunyaikewajiban untuk:
a- memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDUA

berupa nomor Kf, NJK, nama tengkap, jenls ketamin, tempat tahir, tangftlal/bulan/tahun
lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkdwinan, status hubungan dalanr
keluarga, pendidikan terakhlr, jenis pekerjian, alamat, kepemilikan akte
kelahiran/surat kenal keiahiran, nornor akte keiahiran/nomor surat kenat kelahlran,
kepemilikan akte perkawlnan/buku nikah, nornor akte perkawinan/buku nikah,
kepemilikan akta perceraian dan nomor akta perceraian/sul,at cerai kepada pll-lA6
KEDUA;

b- menyediakan jarlngan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasistr an Virtuat
Frivate Networ( (VPN) lP melalui fasilitasi dan koordinasl Aengan Dinas Nomrnil<riioan
lnformatika Frovinsi Sumatera Barat;

c' memberikan User lD kepada PI!{AK KEDT A' yang pengelolahnnya menjadi tanggung
.iawab PTHAK KEDUA;

d' memberikan spesifittasi teknls perangkat pembaca KTp-el sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e' rnemberikan bimhingan teknis dan pendampingan teknis irnplementasi pemanfaatan
NlK, Data Kependudukan, dan KTp-er atas biaya p,rrunx KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyaikev*ajiban untuk:
a' mencantumk3.l.-ryf-yang sudah"dijamin ketunggatannya datam dokumen yangditerbitkan ptHAK KEDUA;
b' memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagaidata barikan, 

.gu 
na m erengkapi data base kil;;drd;;; ; iiffi ili-r ilrsnru,c' bertanggungilYlP seoagii p.."gung rrara[ses atas data kependudr.rkan yang diaksesdari ptHAK KESATU; :

d. rnu*u"rilnu;lt;;" berbasiskan KTp-et;e' menyediakan tenaga teknis oun p"iungiat pembaca KTp-et, sesuai dengan spesifikasiyang diberikan prHAK KESATU beserta xart, 
"rcrie 

r;";;u ;r;-G'
f ' menyediakan dukungan angg€ran untuk p"iukurnrln'-G'oiiningrn teknis danpendampinganteknis implementasi pemanfautan rum, oata refienJro',tn"n, dan KTp-el;g' membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau etektronik;dan 

vvlqfr vqry

h' menjamln kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan yang terarr oia[i*. Juli ]riialt"xlsnru waraupun3'angka waktu perjanjian Kerja samai"i6mh o"rlilnir.

r,,k Fffifr f,no*
(1) PIHAK i{ESATU mempunyaihak untuk:

a. mengawasi pelaksanaan kewajiban p!FIAK KEDUA;
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mendapatkan data ballkan atas data kependudukannya telah diberikan PIFIAK KESATT

berdasarkan Perjanjian Kerji Sama !ni, guna melengkapi database kependudukan; dan

mendapatkan jaminan kerahaslaan, I(eutuhan dan kebenaran data yan$ diterima dam

diakses Pll{AK KED|,JA, walaupun jangka waktu Ferjanjian Ker.fa Sama ini telalr
berakhir.

(2) PIHAK KEDITA mempunyai hak untuk: ,

a. rnendapatkan hak.akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, I\tK,
nama lengkap, jenis kelarnin, ternpat lahlr, tan6lgal/bulan/tahun lahir, golongan darah,
agama,/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluar$a, pendidikan
terakhir, jenis pekerjaan, alamat, kepemilikap akte kelahiran/surat kenal kelahiran,
nomor akte kelahitan/nomor surat kenal kelahiran, kepernilikan akte
perkawinan/buku nikah, nornor akte perkawinan/buku nikah, kepemilikan akta
perceraian dan nomor akta perceraian/surat ceraidari PIHAK !G$ATU; dan

b. mendapatkan birnbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan, dan KIP-el serta penggunaan perangkat pernbaca KTP-el, atas biaya
PITIAK KEDI,A.

pasat 6
Jangka Waktu

Perjanlian Ker.l'a Sama ini mulai bertaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja $arna ini oleh
f4ryA HllAffi sampai dengan tanggal 25 iuni 2o22 dai dapat olperpanjang atas persetujuan
PARA PIFIA.K.

pasa! Z
Berakhimya perjamjEan i{erja $ama

Perjanjian Kerja Sanea herakhir apabila:

a. jangle waktu perjanjian Kerja Sama telah selesa!; atau
b' atas kesepakatan PARA PIFIAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuPer.lanjian Kerja Sama berakhir.

b.

(t)

(2)

pasal g
Keadaan Mernaksa (Force MaJeure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA prFlAK atau keadaan memaksa, dapatdilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja sarmi atas persetujuan PARA pll{AK.Keadaan memaksa sebagaimana oimJrcrd il;J; ;vul'trl, adalah ,ou*r,r',li,rlununpemerintah vang mengakibatkan t,dak olnlioiiuriruilinv, petaksanaan perjanjian Kerjasama ini dan apabira terjadi hahhar di ruar kekuasaan PARA pIFrAK.

pasatr g
Penyelesaian Fersellsl'han

(1)

(2)

Apab,ila dikemudian hari timbul
pelaksanaan perjanjian Kerja Sama
rnusyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perbedaan penafsiran danini antara PARA pff.tAK akan diseiesaikan secara

(1)

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,maka akan drsetesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan p"riirorgs_;;j;;;;r.

pasal 10
Evaluasi dan pelaporan

fiH'qK KEDLA berkewajiban niembuat laporan berkala pemanfaatan NIK, DataKependudukan dan KrP-el p*t uu*.rtur n,ll#.lrri ffi1].1a semester pertanra dan buran a

It4 r-r-#-r



(4)

lzl

(3)

(L)

(2)

(3)

Desember untuk semester kedua kepada PIF|AK KESATU dengan tembusan Direktur
.lenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.

PIHAK trESATI, melakukan evaluas! pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTPcI
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PlllAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP-
el sewaktu-waktu.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasat t1
Lain-lain

Dalam hal diperlukan adanya penamhahan atau pengurangan mater! Perjanjian Kerja
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan FARA pl!-lAK.

Feruhahan sebagaimana dimaksud . pada ayat (1i dltuangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasionat datam pelaksanaan perjanjian
Ker.ia Sama ini akan disusun dalam petunjuk lent.

iHxtffi
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhlmatetai cukup ctan mempunyai kekuatan hukum yung-."*u setetah dita;da;';;ail-p;R;
PIFIAK-

PIHAK KESATU *

- ' r-";)
Fl. I{ovrial, S.E, M.A., Akt

[urP. 1966L105 199403 1 005
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